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KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Surat Izin
Usaha Perdagangan. Penerbitan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/12/2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN

USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah
yang didasarkan pada objek pajak daerah dan objek
retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, SIUP tidak menjadi salah satu objek retribusi
daerah;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan, terhadap pelayanan pendaftaran
ulang, perubahan atau penggantian SIUP yang hilang
atau rusak dapat dipungut retribusi, dan untuk
mewujudkan harmonisasi dengan Undang-Undang
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Mengingat :

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu mengubah ketentuan
pengenaan retribusi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad

1938 Nomor 86);

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang

Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3214);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5232) ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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